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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Belakangan ini muncul isu-isu hangat di masyarakat dan pemerintah mengenai 

upaya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan, tepatnya di daerah Kutai 

Kertanegara hingga Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota negara 

(IKN) sebenarnya merupakan salah satu wacana pemerintah yang sudah direncanakan 

sejak lama yang dimulai pada tahun 1990-an pada masa orde baru. Pada masa itu, presiden 

Soeharto ingin memindahkan ibu kota ke Jonggol, Bogor, akan tetapi akhirnya tidak 

terlaksana. Wacana ini kemudian muncul kembali dibawah pemerintahan Susilo Bambang 

Yudhoyono dan hasilnya sama, hanya sekedar wacana semata. Akhirnya pada tahun 2017, 

pembicaraan mengenai pemindahan ibu kota kembali muncul dibawah pemerintahan 

presiden Joko Widodo (Jokowi). Bedanya, saat ini pemindahan IKN kemungkinan besar 

tidak sekedar wacana, tetapi sudah mulai digarap serius oleh pemerintahan Jokowi,hal ini 

ditandai dengan dimasukkannya rencana pemindahan IKN dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (Ayundari, 2022).  

Ada beberapa permasalahan yang menjadi alasan mengapa pemindahan IKN harus 

segera dilakukan.Pertama, yaitu masalah kepadatan penduduk.Berdasarkan data dari Badan 

Pusat Statistik (BPS), DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi 

di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 1.1.Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2019-2021 (jiwa/km2) 

No Provinsi 2019 2020 2021 

1. DKI Jakarta 15.900 15.907 15.978 
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2 Jawa Barat 1.394 1.365 1.379 

3 Banten 1.338 1.232 1.248 

4 DI Yogyakarta 1.227 1.171 1.185 

5 Jawa Tengah 1.058 1.113 1.120 

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2022) 

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, selama 3 tahun berturut-turut DKIJakarta 

menempati posisi pertama dalam hal kepadatan penduduk.Kepadatan penduduk yang 

tinggimenyebabkan penuhnya pemukiman yang kemudian menciptakan berbagai 

permasalahan seperti masalah lingkungan, kemacetan, ketiadaan lahan untuk ruang publik, 

kecilnya peluang lapangan pekerjaan, pengangguran, hingga meningkatnya angka 

kriminalitas.(Rahmatulloh, 2017)Masalah kedua, yaitu kemacetan lalu lintas.Kemacetan 

parah di Jakarta berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah setiap 

tahunnya. Menurut Kementerian Perhubungan, total kerugian akibat kemacetan di wilayah 

Jabodetabek di tahun 2021 mencapai 71,4 trilun rupiah per tahun. Kerugian ini disebabkan 

oleh pemborosan bahan bakar minyakserta melambatnya mobilitas dikarenakan 

produktivitas masyarakat terhambat akibat terjebak kemacetan(CNN Indonesia, 2021). 

Masalah ketiga, yaitu pulau Jawa khususnya DKI Jakarta dikenal sebagai pusat 

segalanya,baik itu perekonomian, pemerintahan, pendidikan dan lainnya yang 

menyebabkan pembangunan lebih tersentralisasi di Pulau Jawa atau sering disebut sebagai 

Jawasentris. Keadaan ini menciptakan kesenjangan perekonomian dan pembangunan 

antara Pulau Jawa dan Pulau-Pulau Indonesia lainnya.Kemudian masalah keempat, dilihat 

dari segi potensi bencana, pulau Jawa sangat rentan terhadap bencana alam seperti gempa 

bumi dan banjir.Terlebih lagi Jakarta juga berada di kawasan ring of fire yang merupakan 

wilayah yang dikelilingi oleh aktivitas vulkanik.Hal ini juga diikuti dengan semakin 
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parahnya masalah lingkungan yang ada di Jakarta, seperti pencemaran air, dan polusi 

udara.Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa beban Jakarta sudah terlalu berat, 

sehingga presiden Jokowi menyatakan ingin memindahkan IKN dari Jakarta ke 

Kalimantan Timur.Pada tanggal 15 Februari 2022, Rencana pembangunan Ibu Kota 

Negara ini kemudian resmi dimasukkan dalam undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Ibu Kota Negara (IKN), dan hal tersebut menandai dimulainya pembangunan ibu 

kota baru di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur. (Saputra et al., 2021) 

Undang-undang IKN mengatur mengenai strategi dalam proses pembangunan ibu 

kota negara, dimana pemerintah akan melakukan 5 tahapan yang dimulai dari tahun 2022 

– 2045. Dalam setiap tahapan, pemerintah akan berupaya untuk mengedapankan 

pelestarian alam, inklusivitas dari aspek penduduk serta menjaga kondisi alam dan hutan 

Kalimantan. Adapun 5 tahapnya sebagai berikut : 

1. Tahap I (2022-2024) 

a. Pembangunan komplek istana Kepresidenan, 

b. Perkantoran Pemerintah, 

c. Perumahan ASN, Personil Hankam,  

d. Telekomunikasi, Kelistrikan/Energi dan konektivitas/transportasi. 

2. Tahap II (2025 – 2029) 

a. Infrastuktur dan lingkungan (bandara, bendungan, dan lain-lain) 

b. Pengembangan kawasan IKN 

c. Perluasan kawasan (perkantoran, industri, universitas, hotel) 

d. Pertahanan (Polri, BIN, BSSN, Kemhan) 

3. Tahap III (2030 – 2034) 

a. Infrastuktur dan lingkungan (sistem angkutan umum, pengelolaan air) 

b. Pengembangan kawasan IKN  
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c. Perluasan beberapa kawasan serta pertahanan 

4. Tahap IV (2035-2039) 

a. Infrastruktur dan lingkungan (Kereta Api Regional, sistem pengelolaan air limbah, 

pembangunan solar farm, dan lain-lain) 

b. Pengambangan 4 kawasan (KIPP tahap 2A, IKN Barat, IKN Timur dan kawasan 

utara) 

c. Perluasan  beberapa kawasan serta pertahanan. 

5. Tahap V (2040-2045) 

a. Infrastruktur dan lingkungan (Infrastruktur dan transportasi tahap akhir dan 

pengembangan potensi bendungan multi guna). 

Saat ini (2022-2024) pemerintah sudah membentuk Badan Otorita IKN yang akan 

diberikan tugas untuk melakukan proses perencanaan, penganggaran serta pembangunan 

IKN melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait.(Vernando, 2022) 

Dalam upaya memindahkan ibu kota ke Kalimantan, pemerintah tentunya 

memerlukan biaya yang sangat besar untuk merealisasikan rencana tersebut. Berdasarkan 

data dari kementerian keuangan, pemerintah menetapkan anggaran untuk pembangunan 

ibu kota baru sekitar Rp. 466 Triliun – Rp. 486 Triliun hingga 2045 mendatang. Dari total 

tersebut, APBN hanya akan menanggung sekitar 20% atau sekitar Rp.88,54 triliun – 

Rp.92,34 Triliun. Selebihnya sekitar 80% akan melibatkan investasi swasta untuk 

mendukung pembangunan IKN. Menurut Center of Reform on Economics (CORE) 

Indonesia, dalam pembangunan IKN sebaiknya pemerintah tidak menggunakan APBN 

dalam jumlah yang besar, hal ini dikarenakan kondisi perekonomian Indonesia yang masih 

belum stabil. Masih banyak agenda-agenda prioritas yang harus lebih dulu diselesaikan 

oleh pemerintah, salah satunya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang 2 tahun 

belakangan ini melanda dunia termasuk Indonesia(Anggela, 2022).Pemerintah juga harus 
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mengalokasikan dana untuk pembayaran utang pemerintah yang terus meningkat, dimana 

sekarang sudah mencapai 6.300 triliun rupiah dan diperkirakan mencapai 10.000 triliun 

rupiah di 2024.Kemudian jumlah penerimaan negara di sektor pajak pun cenderung 

mengalami penurunan diukur dari tax ratio yang semula 10,2 % di 2018, menjadi 7,2% di 

2020(Librianty, 2021). Ditambah lagi saat ini, keadaan perekonomian  global juga sedang 

dilanda ketidak –pastian dimana banyak negara besar yang terancam jatuh ke jurang resesi 

termasuk Indonesia. Keadaan perekonomian yang sedang ‘gelap’ ini tentunya harus 

menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun skala prioritas dalam penggunaan 

anggaran belanja negara.Kondisi ini menjadi alasan mengapa APBN tidak dapat menjadi 

sumber utama untuk pembangunan IKN.Akan tetapi, ditengah ancaman perekonomian 

yang tidak stabil, sejatinya proses pembangunan IKN ini akan dilakukan secara bertahap 

yang dimulai dari tahun 2024-2045, sehingga pemerintah masih memiliki banyak waktu 

untukmembangun ibu kota baru. Oleh karena itu, untuk mendukung pembangunan IKN, 

pemerintah membutuhkan sekitar 80% anggaran non APBN seperti investasi swasta, 

BUMN, dan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Dalam hal ini, 

investasi asing dapat menjadi salah satu sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan 

oleh pemerintah (Lidya Julita, 2020). 

Secara historis, ada beberapa negara yang berhasil melakukan pemindahan ibu 

kota, seperti Nigeria yang berhasil memindahkan ibukota dari Lagos ke Abuja, kemudian 

ada Brazil yang memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia dan Australia 

yang memindahkan ibu kotanya dari Melbourne ke Canberra. Proses pemindahan ibu 

kotaBrasil mungkin dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah Indonesia dalam 

memindahkan ibu kota baru. Brazil merupakan salah satu negara Amerika Selatan yang 

dari segi kondisi dan ekonominya memiliki kemiripan dengan Indonesia.Keduanya sama-

sama memiliki jumlah pendnduk di atas 200 juta jiwa dan merupakan negara yang masih 
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berkembang. Keputusan Brazil untuk memindahkan ibu kota-nya dikarenakan Rio 

DeJaneiro sudah menjadi ibukota selama ratusan tahun yang mengakibatkan kota ini sudah 

terlalu penuh oleh penduduk. Kemudian masalah kemacetan, lahan yang semakin minim, 

terlebih lagi ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin besar juga menjadi dasar 

pemindahan ibu kota Brazil. Akhirnya dalam waktu 5 tahun di bawah kepemimpinan 

presiden Juscelino, Brazil berhasil memindahkan ibu kota-nya ke Brasilia pada tahun 1960. 

Dalam membangun Brasilia, pemerintah memanfaatkan investasi dan pinjaman asing, serta 

melakukan penghematan anggaran di berbagai sektor (Adryamarthanio, 2022). 

Pemindahan ibu kota ini dianggap berhasil, sebagaimana yang dikatakan oleh Duta Besar 

Brazil untuk Indonesia, Rubem Antonio Correa Barbosa yang menyatakan bahwa 

pemindahan ibu kota ke Brasilia tidak berdampak buruk terhadap perekonomian Rio de 

Janeiro, justru Brasilia mengalami dampak positif, dikarenkan pemindahan ibu kota ini 

berhasil memicu pertumbuhan kota-kota kecil yang ada di sekitar Brasilia yang berakibat 

pada tumbuhnya industri dan pariwisata(Bappenas RI, 2019).Sama seperti Brazil, 

Indonesia dapat melakukan pemindahan ibu kota dengan skema yang sama yaitu dengan 

memanfaatkan investasi asing. Terlebih lagi ada beberapa alasan yang dapat menarik 

investor asing maupun lokal untuk dapat menanamkan uangnya pada proyek pembangunan 

IKN, diantaranya yakni desain IKN akan dibangun berbeda dari kota-kota lain di dunia. 

Konsep IKN akan dibangun dengan istilah sustainable, environment city,forest city, green 

city dansmart city.Prospek yang bagus bagi IKN adalah konsep green energy.Hal ini sangat 

memungkinkan dikarenakan Kalimantan memiliki sungai-sungai yang besar untuk 

dijadikan Hydropower. Sehingga industri-industri yang nantinya memerlukan listrik 

dengan kapasitas yang besar akan menjadi daya tarik tersendiri disana(Handoyo, 

2022).Kemudian harga tanah di kawasan IKN dapat dikembangkan dengan investasi asing 

dengan harga yang cukup murah. Pemerintah juga akan membangun infrastruktur dasar di 
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wilayah pengembangan IKN Nusantara, seperti jalan, drainase, dan air baku. Kondisi 

tersebut tentunya akan menjadi daya tarik bagi para investor asing yang ingin menanamkan 

modalnya di Indonesia.(Andi M. Arief, 2022) 

Pembangunan IKN tentunya menjadi salah satu proyek yang sangat potensial bagi 

para investor, baik untuk investor lokal maupun investor asing.Dalam upaya untuk menarik 

investasi asing, pemerintah Indonesia memerlukan kebijakan luar negeri yang dapat 

digunakan sebagai katalisator agar para investor asing tertarik untuk berinvestasi di 

Indonesia.Salah satu instrumen yang dapat dilakukan yaitu melalui diplomasi ekonomi. 

Diplomasi ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas sebuah negara dalam 

melakukan negosiasi dengan negara lain untuk meningkatkan relasi dan mencapai 

kepentingan ekonomi (Killian, 2012). Tujuan utama dari diplomasi ekonomi yaitu 

mendorong peningkatan kerjasama di tiga sektor, yakni perdagangan (Trade), Investasi 

(Investement), dan Pariwisata (Tourism).Pembangunan IKN merupakan salah satu proyek 

pemerintah yang memerlukan biaya besar. Diplomasi ekonomi kemudian dapat menjadi 

alat bagi para aktor diplomasi untuk mendapatkan sokongan danayang nantinya akan 

digunakan untuk pembangunan IKN, dalam bentuk investasi asing. Terlebih lagi diplomasi 

ekonomi adalah salah satu prioritas utama dalam kebijakan luar negeri presiden Jokowi 

tahun 2019-2024, dimana ekonomi menjadi faktor penting dalam melakukan politik luar 

negeri. Oleh karena itu, dalam upaya pembangunan IKN, kegiatan diplomasi ekonomi 

diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengajak negara lain agar 

dapat berinvestasi di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi, melalui 

penarikan investasi asing yang nantinya akan dialokasikan khusus untuk proses 

pembangunan ibu kota baru. (Surya & Bukhari, 2019) 

Hingga awal tahun 2022, ada beberapa negara yang tertarik untuk berinvestasi di 

proyek IKN seperti Uni Emirat Arab, Jepang, Inggris, Taiwan dan Korea Selatan. Uni 
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Emirat Arab melalui Indonesia Investement Authority (INA) bahkan sudah merealisasikan 

komitmen investasinya sebesar US$18 miliar atau Rp.257,04 triliun dari total Rp.636,88 

triliun. Dari total investasi tersebut, US$10 miliar atau Rp.142,8 triliun akan dialokasikan 

untuk proyek pembangunan ibu kota baru Indonesia (Laksono, 2021). Selain itu 

pemerintah juga mengadakan beberapa pertemuan dengan para investor asing seperti 

perusahaan asal Taiwan, Hon Hai Pecision Industry Company (Foxcon) dan Korea Selatan 

yakni Pohang Iron and Steel Company (Posco) untuk memperkenalkan ataupun 

menegosiasikan investasi terkait IKN (Andi M. Arief, 2022). Dilain sisi, ada juga 

perusahaan multinasional seperti Softbank asal Jepang juga sudah tertarik untuk 

berinvestasi dalam pembangunan IKN sebesar US$100 miliar di Indonesia, akan tetapi 

akhirnya gagal direalisaikan diarenakan adanya masalah di perusahaan. Peristiwa sejenis 

ini tentunya akanmenjadi salah satu tantangan bagi pemerintah dalam melakukan kegiatan 

diplomasi.Berdasarkan tulisan diatas, proyek pembangunan Ibu Kota Baru tentunya 

memerlukan dana yang sangat besar. Selain APBN, pemerintah memerlukan investasi 

swasta termasuk investasi asing untuk keberlanjutan pembangunan IKN. Terlebih lagi 

pembangunan IKN akan dilakukan dengan mengusung tema green energy, yang 

kemungkinan dapat menambah daya tarik bagi investor asing untuk menanmkan 

modalnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya-upaya pemerintah untuk mewujudkan 

realisasi investasi asing salah satunya melalui jalan diplomasi .Berdasarkan hal tersebut, 

penulis tertarik untuk melihat bagaimana upaya-upaya diplomasi ekonomi Indonesia dalam 

menarik investasi asing untuk rencana pembangunan ibu kota baru. 
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1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana upaya pemerintah Indonesia menarik investasi asing untuk 

rencana pembangunan ibu kota baru?” 

1.3.Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana upaya-upayapemerintah Indonesia 

melalui diplomasi ekonomi dalam menarik investasi asing untuk rencana pembangunan 

Ibu Kota Baru. 

1.4..Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai kajian dan referensi 

ataupun dapat menjadi tinjauan pustaka bagi akademisi jurusan Ilmu Hubungan 

Internasional, khususnya yang tertarik untuk meneliti dan menulis mengenai upaya 

pemerintah Indonesia dalam menarik investasi asing untuk pembangunan ibu kota 

baru. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan memperluas wawasan, 

khususnya mengenai bagaimana upaya-upaya diplomasi ekonomi yang 

dilakukan oleh pemerintah dalam menarik investasi asing untuk rencana 

pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).Penelitian ini juga dapat 

meningkatkan dan mengasah kemampuan penulis dalam menganalisis sebuah 

permasalahan. Hasilnya, penulis bisa belajar lebih banyak mengenai upaya 

pemerintah melalui instrumen diplomasi ekonomi, dimana hal ini akan 

menambah wawasan dan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. 
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b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat memberikan informasi berupa pengetahuan kepada 

masyarakat mengenai Ibu Kota Baru yang saat ini disebut sebagai Nusantara. 

Kemudian penelitian ini juga akanmemberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai bagaimana upaya-upaya pemerintah dalam menarik investor asing 

untuk dapat berinvestasi Indonesia. 

c. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi 

pemerintah Indonesia sebagai pembuat regulasi mengenai upaya diplomasi 

ekonomi Indonesia dalam menarik investasi asing untuk pembangunan ibu kota 

baru. 
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